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This study aims to examine the effect of tax socialization and tax
sanctions on individual taxpayer compliance. In addition, this study
also includes service quality as a moderator in the relationship
between tax socialization and taxpayer compliance and the
relationship between tax sanctions and taxpayer compliance. This
study data employs primary data sourced from a survey
questionnaire given to respondents, namely doctors who have an
independent income. Based on purposive sampling, this study found
66 respondents who have filled out a questionnaire survey, but the
data that can be employed and meet the criteria of this study are 50
questionnaires. This study concludes that tax socialization and tax
sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.
Meanwhile, service quality weakens the positive effect of tax
socialization on tax compliance and strengthens the positive effect
of tax sanctions on taxpayer compliance. This research indicates
that the Indonesian Tax Authorities need to improve all types of
services to taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak
dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Selain 1itu, penelitian ini juga memasukkan kualitas pelayanan
sebagai pemoderasi dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan
kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara sanksi pajak dan
kepatuhan wajib pajak. Data penelitian ini menggunakan data
primer yang bersumber dari survei kuesioner yang diberikan kepada
responden yaitu dokter yang memiliki penghasilan independen.
Berdasarkan purposive sampling, penelitian ini mendapatkan 66
responden yang telah mengisi survei kuesioner, namun data yang
dapat digunakan dan memenubhi kriteria penelitian ini sejumlah 50
kuisioner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu, kualitas pelayanan memperlemah pengaruh positif
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dan memperkuat
pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Perpajakan di
Indonesia perlu meningkatkan semua jenis pelayanan kepada wajib
pajak.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai keperluan negara
(Nurisdiyanto, 2019). Penerimaan pajak terus
menunjukkan angka peningkatan yang cukup
baik pada setiap tahunnya. Pada Tabel 1 di
bawah menunjukkan naik turunnya kontribusi
pajak pada anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN).

Tabel 1
Kontribusi Perpajakan pada APBN (%)
Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Perpajakan 82,60 84,80 8540 8247 82,62 8282
PNBP 16,80 15,00 14,50 17,46 17,30 17,10
Hibah 0,60 0,20 0,10 0,06 0,08 0,08
Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2021
Kementerian ~ Keuangan  (Kemenkeu)

mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) sepanjang 2020 sebesar Rp956,3
Triliun (https://nasional.kontan.co.id). Menteri
Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan
negara mengalami penurunan akibat realisasi
penerimaan pajak yang kontraksi hingga 19,7%
(Imam, 2021). Adanya pandemi virus corona
mengakibatkan  perlambatan  perekonomian.
Kondisi seperti ini menekan pemerintah pajak
untuk tetap menggunakan instrumen perpajakan
sebagai salah satu instrumen untuk mendukung
pemulihan ekonomi nasional dengan
memberikan insentif yang selektif dan terukur
(Fitriani, 2021). Insentif tersebut mendorong
untuk wajib pajak tidak merasa terbebani dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat

upaya negara untuk meningkatkan pendapatan
negara (Surya, 2019).

Gambar 1 di bawah ini merupakan rasio
kepatuhan WP Badan dan WP Pribadi Non
Karyawan untuk tahun 2015-2020.
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Gambar 1
Rasio Kepatuhan WP Badan dan WP Pribadi
Non Karyawan 2015-2020
Sumber: Laporan Kinerja DJP 2015-2020

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Pajak yang diperoleh dari lima tahun
terakhir menunjukkan tingkat kepatuhan wajib
2015 2020

Pada 2020

menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak

pajak tahun sampai

(www.pajak.go.id). tahun
tidak mencapai target yang diharapkan (https://
www.pajak.go.id). Target yang diharapkan oleh
pemerintah pajak adalah sebesar 80% namun
78%. Angka

pencapaian ini menunjukkan penurunan tingkat

tingkat pencapaian hanya
kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak
non karyawan. Salah satu faktor penurunan
penerimaan negara ialah pandemi. Di masa
pandemi semua organisasi harus terus menekan

biaya untuk tetap bertahan. Penekanan biaya ini

mempengaruhi  pendapatan individu yang
dilihat dari tingkat partisipasi wajib pajak dalam merupakan wajib pajak orang pribadi.
melaporkan  SPT  Tahunan. Meningkatkan Penerimaan pajak pemerintah  selain
kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu
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bersumber dari wajib pajak badan, dapat
bersumber dari wajib pajak orang pribadi.
Keberhasilan  wajib pajak orang pribadi
tergantung dari kepatuhan wajib pajak tersebut
dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya

kepada pemerintah. Kepatuhan pajak erat
kaitannya dengan kesediaan wajib pajak untuk
mematuhi ketentuan perpajakan (Andreoni et al.,
1998). Rogers-Glabush (2009) menyatakan
bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan
prosedural dan administratif yang diperlukan
oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan. Kepatuhan pajak dari wajib orang
pribadi dapat dipengaruh dari hal-hal positif yang
mereka persepsikan. Apabila terdapat dukungan
dari pihak-pihak di sekitar wajib pajak tersebut,
dan adanya persepsi kemudahan dalam
berperilaku, maka niat wajib pajak orang pribadi
tersebut akan tinggi (Ajzen, 2010). Kondisi ideal
dan kondisi yang sebenarnya terkait dengan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi mungkin
terdapat perbedaan, sehingga faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang
pribadi perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Arham & Firmansyah (2021)

faktor-faktor

telah

yang
mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak orang

menginvestigasi

pribadi pada sektor usaha kecil dan menengah.
Berdasarkan investigasi tersebut terdapat tiga
faktor  yang
pengetahuan perpajakan sebagaimana Putra &
Firmansyah (2018), Syaputra (2019), Pangesti &
Yushita (2019), Nifanngeljau & Sularsih (2020),
Perdana & Dwirandra (2020), Setiyawan et al.
(2020), Suardana & Gayatri (2020), Wardani &
Kartikasari (2020), Putra (2020), Zulma (2020).

biasanya  digunakan yaitu

Faktor lainnya yaitu sanksi
sebagaimana Putri & Nurhasanah (2019),
Zelmiyanti & Suwardi (2019), Nifanngeljau &
Sularsih (2020), Perdana & Dwirandra (2020),
Putra (2020), Zulma (2020).

kesadaran wajib pajak digunakan dalam

perpajakan

Selanjutnya,

pengujian kepatuhan wajib pajak orang pribadi
sebagaimana (2020),
Nifanngeljau & Sularsih (2020), Perdana &
Dwirandra (2020). Pengujian kepatuhan pajak

Setiyawan et  al.

lainnya menggunakan keadilan pajak (Pradana
& Firmansyah, 2020).

Undang- undang perpajakan di Indonesia
selalu mengalami perubahan sesuai dengan
perubahan ekonomi. Terlebih, dengan adanya

pandemi, DJP banyak menerbitkan aturan

yang
menyesuaikan dengan keadaan perekonomian

turunan  perpajakan baru  untuk
yang terjadi akibat pandemi. Dengan adanya
perubahan tersebut wajib pajak dituntut agar
selalu mengetahui perubahan tersebut agar tetap
taat pajak. Namun, pihak DJP juga harus gencar
melakukan sosialisasi terhadap peraturan
perpajakan yang terbaru agar dapat menuntun
wajib  pajak  untuk selalu  mengetahui
pembaharuan tentang perpajakan. Pernyataan
ini selaras dengan yang diungkapkan oleh
Sukesi & Yunaidah (2020) bahwa sosialisasi
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sesarista (2020) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa
sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pengujian
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak perlu

dilakukan investigasi lebih lanjut.
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Selain melakukan sosialisasi pemerintah
pajak juga menerapkan sanksi pajak bagi wajib
pajak yang tidak mengikuti aturan pajak. Hal itu
bertujuan untuk memberikan dorongan kepada
wajib pajak agar selalu patuh atas perpajakannya.
Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat 2 jenis
sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan
sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan
meliputi bunga, denda dan kenaikan, sedangkan
sanksi pidana perpajakan berupa kurungan
penjara. Beberapa penelitian tentang pengaruh
sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak telah
dilakukan oleh Firnanda (2018), Dewi & Jati
(2018), & Mulyani (2019).

Penelitian Firnanda (2018) menunjukkan bahwa

dan Pratama
sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan pajak. Sementara itu, Dewi & Jati
(2018), (2019)

menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh

serta Pratama & Mulyani

positif terhadap kepatuhan pajak. Adanya
hasil
pengujian sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

inkonsistensi pengujian  sebelumnya,
perlu untuk dilakukan.

Penelitian 1ni bertujuan untuk menguji
kepatuhan pajak dan sanksi pajak terhadap
kepatuhan pajak. Adanya
hasil

mengakibatkan pengujian kembali kepatuhan

perbedaan dalam

pengujian penelitian sebelumnya

sanksi
juga
pelayanan sebagai pemoderasi. Penelitian ini

pajak dan pajak untuk dilakukan.

Penelitian  ini memasukkan kualitas
dilakukan untuk menunjukkan hasil yang berbeda
dengan penelitian Savitri & Musfialdy (2016)
yang menggunakan kualitas pelayanan sebagai
variabel mediasi dan menggunakan sampel wajib

pajak kendaraan bermotor. Upaya peningkatan

kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh

pemerintah pajak tidak berhenti dengan

sosialisasi dan sanksi (Azyus et al.,, 2017).
juga
meningkatkan layanan pajak bagi wajib pajak

Namun, pemerintah pajak harus
guna mempertahankan wajib pajak untuk tetap
patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib
pajak yang merasa puas dengan kualitas
pelayanan pajak diharapkan mampu melengkapi
perilakunya dalam melakukan pembayaran
pajak. Namun, berbeda dengan situasi yang ada
sekarang, pengalaman yang terjadi di lapangan
sering terjadi error pada situs DJP online (situs
pajak). Indraini (2021) menyatakan adanya
kendala saat pelaporan, seperti tidak mendapat
kode verifikasi dan situs error, memungkinkan
wajib pajak telat bayar atau lapor. Hal ini
terjadi pada saat yang kurang tepat seperti pada
saat deadline bayar dan deadline lapor. Pada
saat seperti itu tidak semua helpdesk dapat fast
response dan memberikan solusi pada kendala
tersebut. Oleh karena itu, menunjukkan tingkat
pelayanan pajak yang rendah penurunan tingkat
kepatuhan wajib pajak tersebut dan dapat
merujuk ke pengenaan sanksi terhadap wajib
pajak.

Penelitian ini menggunakan responden
wajib pajak penghasilan orang pribadi non
karyawan dengan profesi dokter. Syambudi
(2020) menyatakan bahwa banyak tenaga medis
yang belum terpenuhi hak atas gajinya, bahkan
ada beberapa dokter yang menerima gajinya
kurang dari biasanya. Kondisi tersebut dapat
mempengaruhi jumlah pembayaran pajak wajib
pajak dengan profesi
dokter.

independen sebagai
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TINJAUAN TEORI
Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned
Behavior)

Teori perilaku terencana merupakan teori
yang berpandangan dari sisi psikologi individu
pada saat ingin melakukan suatu tindakan (Kan
& Fabrigar, 2017). Sebelum melakukan suatu
tindakan atau perilaku individu akan memikirkan
dan mempertimbangkan akibat dari hal tersebut
dan memutuskan untuk melakukan tindakan
tersebut atau tidak (Ajzen, 2010). Beberapa
faktor terkait dengan teori perilaku terencana
adalah keyakinan perilaku, keyakinan normatif
dan keyakinan kendali. Keyakinan perilaku

menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau

negatif, keyakinan normatif —menghasilkan
tekanan  sosial yang dipersepsikan  dan
menimbulkan  kontrol  keperilakuan  yang

dipersepsikan, yang akan mempengaruhi niat dan
perilaku seseorang atau individu (Afdalia et al.,
2014).

Dalam keadaan yang sulit semua individu
akan mengutamakan kebutuhan primernya
terlebih dahulu. Banyak pekerja dari berbagai
bidang tidak mendapat penghasilan seperti hari-
bahkan

pekerjaannya. Di salah satu rumah sakit di

hari sebelumnya kehilangan
Indonesia, banyak tenaga medis termasuk dokter
yang belum dibayarkan gajinya dan mendapatkan
gaji lebih kecil dari biasanya (Syambudi 2020).
Kondisi ini dapat mendorong niat untuk tidak
peduli

tentang perpajakan sehingga dapat

dikategorikan sebagai tidak patuh. Namun
berbeda halnya jika individu tersebut mendapat
dorongan untuk patuh seperti pemberitahuan dari

pegawai kantor pelayanan pajak.

Yasa (2017) menyatakan bahwa niat
merupakan dasar seorang wajib pajak untuk
berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang
wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif
dan pengendali perilaku kepatuhan. Hal lainnya
adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal yang
dapat mendukung dan menghambat perilaku
seorang wajib pajak. Niat untuk patuh pada
perpajakan merupakan pilihan setiap individu.
Pemerintah pajak telah berupaya menuntun
wajib pajak seperti menerapkan penalti pajak
dan melakukan sosialisasi pajak ketika terdapat
adanya perubahan peraturan dengan tujuan

wajib pajak mengikuti ketentuan tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Sosialisasi pajak merupakan otoritas
pajak untuk memberikan informasi, pengertian,
dan pembinaan kepada masyarakat khususnya
wajib  pajak mengenai perpajakan dan
perundang-undangannya (Savitri & Musfialdy,
2016). Adanya sosialisasi diharapkan wajib
pajak tetap dapat memahami ketentuan yang
berlaku,

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan

sehingga  wajib  pajak  dapat
baik. Sosialisasi pajak erat kaitannya dengan
kepercayaan perilaku. Apabila pemahaman
wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan
akibat adanya sosialisasi perpajakan yang baik,
maka wajib pajak diharapkan akan memiliki
keyakinan mengenai pentingnya membayar
pajak untuk membantu pembangunan negara
(Purba, 2016).

Sukesi & Yunaidah (2020) dan Savitri &
Musfialdy (2016) mengungkapkan bahwa

sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap
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kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan
upaya untuk memperkenalkan aturan-aturan yang
berlaku dengan perpajakan. Selain itu, sosialisasi
juga merupakan media bagi otoritas perpajakan
untuk mendorong masyarakat berperan aktif
dalam membangun negara melalui kewajiban
membayar pajak. Bagi seorang dokter yang
memiliki penghasilan independen merupakan
wajib pajak orang pribadi menganggap bahwa
sosialisasi pajak merupakan alasan logis dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya kepada
negara. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam
penelitian ini adalah:

H;: Sosialisasi pajak berpengaruh  positif

terhadap kepatuhan pajak.

Sanksi pajak merupakan hukuman negatif
bagi pihak yang melanggar dengan membayar
sejumlah uang (Savitri & Musfialdy, 2016).
Sanksi pajak dapat digunakan oleh pemerintah
untuk menertibkan administrasi  perpajakan
supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan
perpajakan. Terkait dengan teori
dikaitkan

keyakinan kendali di mana sanksi pajak yang

perilaku

terencana, pajak dapat dengan
tegas akan membatasi wajib pajak yang tidak
patuh (Dewi & Jati, 2018). Adanya sanksi yang
diberikan oleh otoritas perpajakan selaku wakil
pemerintah mengakibatkan wajib pajak tidak
memiliki pilithan selain tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

& Jati (2018) dan Pratama &

Mulyani (2019) menemukan bahwa sanksi pajak

Dewi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sanksi perpajakan diberikan sebagai
konsekuensi dari sikap wajib pajak yang tidak

melaporkan kewajiban perpajakannya kepada

pemerintah. Dokter selaku wajib pajak orang
pribadi yang memiliki penghasilan independen
cenderung untuk taat memenuhi kewajiban
perpajakannya. Profesi dokter seminimal
mungkin menghindari sanksi perpajakan di
kemudian hari karena sanksi tersebut dapat
berakibat terkait dengan aktivitas profesinya di
masa depan. Dengan demikian, hipotesis kedua
dalam penelitian ini adalah:

H,: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut
sistem self-assessment, yang berarti sistem
pemungutan pajaknya memberi kepercayaan
kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
pajak yang terutang. Pengetahuan perpajakan
menjadi salah satu isu penting dalam sistem self
-assessment karena dalam sistem tersebut para
wajib pajak mau tidak mau harus mengetahui
pengetahuan mengenai perpajakan agar dapat
memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sesuai
peraturan perundang-undangan (Palil, 2010).
Oleh karena
memiliki peranan penting dalam meningkatkan
kepatuhan pajak (Oladipupo & Obazee, 2016).

Salah satu langkah yang harus dilakukan

itu, pengetahuan perpajakan

otoritas pajak di Indonesia dalam meningkatkan
pengetahuan pajak adalah melakukan sosialisasi
& Fallan  (1996)

menunjukkan bahwa cara yang paling ampuh

perpajakan.  Eriksen
dalam mencegah penghindaran pajak adalah
dengan memberikan lebih banyak pengetahuan
pajak kepada segmen masyarakat yang lebih
luas untuk memperbaiki etika pajak dan

konsepsi masyarakat tentang kewajaran sistem
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pajak. Pelayanan pajak berkaitan dengan
keyakinan normatif dalam konteks teori perilaku
terencana. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan
harapan yang diperkirakan seseorang atau lebih
untuk memotivasi individu dan menerima

perilaku  tertentu agar mereka dipatuhi.
Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban pajak akan meningkat apabila
pelayanan yang didapat dari petugas pajak dapat
memberikan rasa puas (Purba, 2016).

Mahaputri & Noviari (2016), Rusmayani &
Supadmi (2017) dan Dharma et al., (2014)
membuktikan bahwa kualitas pelayanan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas
pelayanan memiliki peran dalam mendorong
wajib pajak orang pribadi khususnya dokter yang
memiliki semakin

penghasilan  independen

merasa penting untuk memenuhi kewajiban

yang
dicerminkan oleh pegawai otoritas pajak di

perpajakannya.  Kualitas  pelayanan
Indonesia menunjukkan kepada dokter selaku
wajib pajak bahwa pengelolaan pajak dilakukan
secara baik dan profesional. Dengan demikian,
hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H;: Kualitas pelayanan memperkuat pengaruh
positif sosialisasi pajak terhadap ketaatan
pajak.

Salah satu faktor yang menimbulkan niat
individu untuk berperilaku niat berperilaku dalam
Teori
kendali.
mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung
yang
& Firmansyah,

Perilaku Terencana adalah keyakinan

Keyakinan  tersebut  menjelaskan
akan
2018).

strategi

atau  menghambat  perilaku
ditampilkan (Putra
Murphy (2008) menemukan bahwa

sanksi yang diberikan kepada individu dapat

meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu,
Ortega & Sanguinetti (2013) menyatakan
bahwa komunikasi yang dilakukan dengan
tujuan untuk penekanan kepada individu dapat
mengakibatkan individu tersebut taat terhadap
kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, otoritas
Pajak di
pelayanan yang baik dapat mendorong wajib
lebih
perpajakannya. Kondisi ini dibuktikan oleh
Mahdani & Ismatullah (2021), Syafira &
Nasution (2021), Pebrina & Hidayatulloh

(2020) yang menemukan bahwa kualitas

Indonesia menganggap bahwa

pajak menjadi taat atas kewajiban

pelayanan yang baik dapat mendorong
peningkatan kepatuhan pajak.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh
otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan
kepatuhan pajak adalah dengan memberikan
pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan
memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan pajak dari wajib pajak diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan pemerintah
dari sektor perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak
juga perlu mengetahui alasan bahwa wajib
pajak tersebut harus memenuhi kewajiban
pajaknya. Dari sudut pandang wajib pajak
orang pribadi dengan penghasilan independen,
dokter lebih menghindari adanya sanksi yang
diberikan oleh otoritas perpajakan. Selain itu,
dokter memiliki pengetahuan perpajakan yang
memadai berdasarkan pelayanan yang diberikan
oleh kantor pelayanan pajak baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena
itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini

adalah:
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Hy: Kualitas pelayanan memperkuat
pengaruh positif sanksi pajak terhadap
ketaatan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan metode
kuantitatif. Teknik pemilihan sampel

menggunakan purposive sampling yaitu individu
berprofesi dokter yang masih aktif bekerja yang
memiliki  penghasilan area
Jabodetabek. pengambilan
dilakukan dalam periode 16-25 Maret 2021.

Kuesioner

independen  di
Periode sampel
didistribusikan kepada responden
dengan cara langsung melalui aplikasi google
form berupa formulir yang diisi narasumber
secara online.

Dari penyebaran kuesioner secara online
66

kuesioner. Terdapat 16 dari 66 responden yang

didapatkan responden yang mengisi
bukan berprofesi sebagai dokter, sehingga data
yang dapat digunakan dan memenuhi kriteria
sebanyak 50 kuesioner.

Variabel endogen dalam penelitian ini
kepatuhan pajak, sedangkan variabel eksogen
adalah sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Selain
itu, dalam penelitian ini juga memasukkan
variabel moderasi yaitu kualitas pelayanan.
Adapun indikator yang digunakan untuk masing-
masing variabel disajikan pada Tabel 2.

Metode analisis data yang digunakan dalam
adalah  Analisis (Path

Analysis) untuk menganalisis pengaruh variabel

penelitian ini Jalur
eksogen yaitu sosialisasi pajak dan sanksi pajak
terhadap variabel endogen yaitu kepatuhan wajib
pajak, serta variabel moderasi yaitu kualitas

pelayanan. Data penelitian dianalisis dengan

melakukan wuji validitas dan uji reliabilitas

dengan bantuan software Partial Least Square

(PLS). Penggunaan PLS untuk mengolah data

dengan jumlah sampel yang relatif sedikit, yaitu
berjumlah 50.

Tabel 2

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Indikator Skala
Sosialisasi ~ Upaya yang 1. Sarana Informasi
Pajak (X;) dilakukan Dirjen 2. Sumber Likert

Pajak untuk pengetahuan wajib ~ 1-5

memberikan pajak

informasi, 3. Melakukan

pengertian, dan penyuluhan

pembinaan kepada 4. Diskusi dengan

masyarakat wajib pajak dan

khususnya wajib tokoh masyarakat

pajak mengenai 5. Membuat baliho

perpajakan dan dan situs web

perundang-

undangannya.
Sanksi Alat yang 1. Sanksi yang ketat Likert
Pajak (X;)  digunakan oleh 2. Sanksi akibat 1-5

pemerintah untuk pelanggaran

menertibkan 3. Sanksi untuk

administrasi pendisiplinan

perpajakan supaya 4. Sanksi yang

wajib pajak patuh sepadan

terhadap peraturan

perpajakan.
Kepatuhan  Kesediaan wajib 1. Berusaha paham Likert
Pajak (Y) pajak untuk pajak 1-5

memenuhi 2. Lapor tepat waktu

kewajiban 3. Bayar tepat waktu

perpajakannya 4. Menyampaikan

sesuai dengan yang sebenarnya

aturan yang

berlaku tanpa

perlu diadakannya

pemeriksaan,

penyidikan,

peringatan atau

ancaman, dalam

penerapan sanksi

baik hukum

maupun

administrasi.
Kualitas Kualitas pelayanan 1. Layanan pajak Likert
Pelayanan  pajak untuk yang baik 1-5
2) membantu WP 2. Perlakukan yang

memahami hak adil

dan kewajiban 3. Membantu wajib

sebagai wajib pajak

pajak 4. Mempertimbankan

Pertimbangan
keberatan wajib
pajak terhadap
pajak yang
dikenakan.

masukan wajib
pajak

Sumber: Savitri & Musfialdy (2016) dan Samudra et al.,

(2020)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif penelitian ini disajikan
pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel N Min. Max. Mean De\Sfit:t'ion
Sosialisasi Pajak 50 1,00 5,00 0,849 3,744
Sanksi Pajak 50 1,00 5,00 0,843 3,895
Kepatuhan Pajak 50 2,00 5,00 0,678 3,626
Kualitas Pelayanan 50 1,00 5,00 0,946 3,363

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Selanjutnya, untuk menguji hubungan antar
variabel, harus dilakukan uji validitas dan uji
reliabilitas. Untuk uji validitas, factor loading
dari hasil output Smart PLS dapat dinyatakan
valid apabila factor loading lebih besar dari 0,5.
Tabel 4 di bawah ini merupakan ringkasan output
factor loading untuk indikator per masing-
masing variabel yang mencerminkan hasil uji
validitas.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Uji Validitas

Service

Quality

Tax
Socialization

Tax
Pinalties

Tax

Item :
Compiance

0.887
0.885
0.820
0.876

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
XI1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X2.1
X2.2
X23
X2.4
Z1
72
73
74

0.680
0.754
0.807
0.800
0.761
0.774
0.592
0.888
0.847
0.836
0.920
0.881
0.865

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji validitas di atas,
semua nilai indikator factor loading untuk
seluruh indikator di atas >0,5 sehingga semua
indikator variabel sosialisasi pajak, sanksi
pajak, kepatuhan pajak, dan kualitas pelayanan
dinyatakan valid (Hair et al., 2013).

Hasil uji reliabilitas atas variabel yang
digunakan dalam penelitian ini disajikan pada

Tabel 5.

Tabel 5
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas
. Composite Cronbach’s
Variabel Reliability Alpha

Sosialisasi Pajak 0,873 0,844
Sanksi Pajak 0,862 0,788
Kepatuhan Pajak 0,924 0,891
Kualitas 0.930 0,904
Pelayanan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021
Semua variabel dalam penelitian ini
memiliki nilai Cronbach Alpha >0,6, sehingga
semua variabel digunakan dalam penelitian ini
dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2015).
Selanjutnya, ringkasan hasil uji hipotesis

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 6 di

bawabh ini.
Tabel 6
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
Hubungan Antar Original  Sampel t- P-

Variabel Sampel Mean stat.  Value
Sosialisasi Pajak -> 0,329 0,331 4,841 0,000
Kepatuhan Pajak
Sanksi Pajak -> 0,253 0,258 3,435 0,001
Kepatuhan Pajak
Sosialisasi Pajak -0,269 -0,270 3,530 0,000
*Kualitas Pelayanan -
> Kepatuhan Pajak
Sanksi Pajak 0,266 0,258 3,265 0,001

*Kualitas Pelayanan -
> Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, Tahun 2021

Pengaruh  Sosialisasi Pajak Terhadap

Kepatuhan Pajak
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Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian ini
sejalan dengan Sukesi & Yunaidah (2020) dan
Savitri & Musfialdy (2016). Sosialisasi pajak
yang baik dapat mengarahkan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi karena informasi positif yang
diberikan pada saat sosialisasi memberikan
motivasi kepada wajib pajak untuk menjadi taat
pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa sosialisasi pajak dapat meningkatkan
pengetahuan pajak dari wajib pajak khususnya
dokter yang memiliki penghasilan independen.
Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Oladipupo
& Obazee (2016).

Terkait dengan keyakinan perilaku, profesi
dokter sebagai responden penelitian, merupakan
orang-orang dengan tingkat pendidikan yang
tinggi yang dengan mudah untuk menerima dan
memahami informasi-informasi baru (informasi
perpajakan), dan melaksanakannya sesuai dengan
aturan yang berlaku. Wajib pajak dokter

memiliki  keyakinan  dapat  memberikan
kontribusi dalam pembangunan negara melalui
pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain itu,
dokter sebagai wajib pajak orang pribadi merasa
bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh
di

memberikan keyakinan terkait dengan fungsi

pegawai otoritas perpajakan Indonesia
pajak untuk meningkatkan kepentingan umum
dan menyejahterakan masyarakat (Firmansyah,

2020).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian ini
sejalan dengan Dewi & Jati (2018) dan Pratama
& Mulyani (2019). Hasil pengujian ini juga
sejalan dengan pernyataan Murphy (2008)
bahwa strategi otoritas pajak dalam pemberian
sanksi individu dapat meningkatkan kepatuhan
Perilaku
Terencana adalah keyakinan kendali yang

dapat

pajak. Salah satu dalam Teori

mengakibatkan ~ bahwa  individu

berperilaku karena adanya tekanan tertentu.
Selain itu, komunikasi yang dilakukan dengan
tuyjuan  untuk menekan individu dapat
mengakibatkan individu tersebut taat terhadap
kewajiban (Ortega &

Sanguinetti, 2013).

perpajakannya

Seorang dokter yang memiliki profesi
independen menanggap bahwa sanksi pajak
yang tegas akan membatasi wajib pajak untuk
tidak patuh terhadap kewajibannya kepada
pemerintah. Seorang dokter sebagai wajib pajak
orang pribadi cenderung lebih kritis untuk
menghindari sanksi perpajakan terkait. Sanksi
dianggap erat kaitannya dengan ketidakpatuhan
pajak kepada pemerintah. Sanksi pajak bagi
dokter dapat mengakibatkan permasalahan di
masa mendatang baik terkait dengan profesi
pekerjaannya. Dokter sebagai wajib pajak orang
pribadi menganggap bahwa apabila mereka
dikenakan sanksi terkait dengan ketidakpatuhan
berakibat

merugikan dalam aktivitas profesinya maupun

pajak kepada pemerintah dapat

pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena
itu, dokter akan lebih cenderung menghindari
sanksi dan berhati-hati dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya.
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Pengaruh Moderasi Kualitas Pelayanan

Terhadap  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak
Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil

kualitas

pengujian menunjukkan bahwa
pelayanan memperlemah pengaruh
positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan
pajak. Untuk mencapai sosialisasi pajak yang
efektif, sosialisasi perlu dilakukan secara berkala
dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh petugas
pajak yang kompeten dan komunikatif (Hazmi et
al., 2020). Pelayanan pajak dirasakan oleh wajib
pajak dokter dengan profesi independen hanya
bersifat normatif dan menganggap bahwa
pelayanan yang diberikan hanya untuk memenuhi
kewajiban  perpajakannya,  bukan  untuk
mengedukasi wajib pajak.

Idealnya, kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban pajak akan meningkat
apabila terdapat pelayanan resmi dari petugas
otoritas pajak di Indonesia. Pelayanan yang baik
dapat memberikan rasa puas bagi wajib pajak.
Namun, berdasarkan hasil pengujian dalam
penelitian ini, wajib pajak dokter lebih baik
menghindari pelayanan dari petugas pajak ketika
akan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sosialisasi perpajakan sudah cukup membuat
pemahaman wajib pajak dengan baik akan
kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak
menganggap bahwa pelayanan yang diberikan
oleh petugas pajak cenderung memaksa bahwa
wajib pajak harus memenuhi kewajiban
perpajakan, bukan atas dasar keinginan dari diri
sendiri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya tersebut.

Identifikasi lainnya, petugas pajak mungkin

kurang baik merespons wajib pajak ketika

mendapatkan permasalahan yang dialami.

Terdapat stigma bahwa saat wajib pajak
membutuhkan penjelasan secara langsung atau
via telepon orang pajak susah dihubungi.
Kondisi

cenderung

ini  mengakibatkan wajib pajak
yang

diberikan otoritas perpajakan. Selain profesi

menghindari  pelayanan
dokter memiliki tingkat pendidikan yang cukup
tinggi dan mudah untuk memahami perpajakan
melalui sosialisasi, dokter cenderung memilih
bertindak praktis dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Apabila wajib pajak dokter
sudah memahami perpajakan dengan baik,
mereka tidak menggunakan pelayanan yang
diberikan otoritas perpajakan dalam membantu
penyelesaian kewajiban perpajakannya. Wajib
pajak dokter menganggap bahwa penggunaan
pelayanan yang diberikan hanya akan
digunakan apabila mereka menemukan kendala
terkait dengan kewajiban perpajakannya.
Pengaruh Moderasi Kualitas Pelayanan
terhadap Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Pajak

Hasil

kualitas pelayanan dapat memperkuat pengaruh

pengujian menunjukkan bahwa

positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan
Firnanda (2018). Wajib pajak merasa bahwa
petugas pajak dapat memberikan pelayanan
yang baik dalam rangka untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang
diberikan oleh pegawai otoritas pajak dibangun
melalui  profesionalitas,  kecekatan  dan
keramahan. Apabila kondisi tersebut dapat

terwujud, wajib pajak akan percaya bahwa
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pemerintah dan otoritas pajak sudah memberikan
pelayanan yang baik dan membuat wajib pajak
memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya
dengan patuh dan benar (Samudra et al., 2020).
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak
tidak

perpajakannya dapat didorong melalui pelayanan

apabila memenuhi kewajiban
yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh
pegawai otoritas pajak lebih cenderung untuk
memicu kepatuhan wajib pajak dengan adanya
di

penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan

sanksi kemudian hari. Berdasarkan hasil
digunakan ketika wajib pajak menemukan
Untuk

menghindari sanksi di kemudian hari, wajib

adanya  masalah  perpajakannya.
pajak akan berkonsultasi dengan pegawai otoritas
pajak. Penelitian ini juga membuktikan bahwa
petugas otoritas pajak dapat berperan baik ketika
wajib pajak menemukan adanya masalah
perpajakannya seperti keterlambatan pembayaran
pajak atau perhitungan pajaknya. Profesi dokter
sebagai wajib pajak orang pribadi menghindari
adanya sanksi pajak di kemudian hari yang dapat
merugikan aktivitasnya sebagai profesional yang

bekerja secara independen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh

otoritas  perpajakan di  Indonesia  dapat
mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi
khususnya dokter dengan  penghasilan

independen. Profesi dokter menginginkan adanya
kontribusi penghasilan mereka dalam rangka
pembangunan negara. Selain itu, adanya sanksi
perpajakan yang diberikan kepada otoritas
perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Profesi dokter yang memiliki pekerjaan

independen  cenderung mematuhi  pajak

dibandingkan menemukan adanya

permasalahan perpajakan di masa mendatang.
juga
pelayanan yang diberikan oleh petugas otoritas

Penelitian  ini menemukan  bahwa
pajak dianggap membantu wajib pajak apabila
wajib pajak menemukan adanya masalah
yang

ditimbulkan apabila wajib pajak dianggap tidak

perpajakannya. Adanya sanksi
mematuhi perpajakan akan merugikan wajib
pajak profesi dokter terkait dengan aktivitas
yang dijalankan. Namun, apabila wajib pajak
profesi dokter tidak mengalami kendala dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka
tersebut

wajib  pajak tidak menggunakan

pelayanan yang disediakan oleh otoritas
dokter

terkait

perpajakan. Profesi memiliki

pemahaman yang baik dengan
perpajakan yang diberikan dalam kegiatan
sosialisasi pajak.

Survei kuesioner kepada responden
penelitian ini dilakukan cukup singkat yaitu
selama 10 hari sejak tanggal 16-25 Maret 2021.
Selain itu, survei kepada responden dengan
profesi dokter hanya dilakukan dengan wilayah
kerja di Jabodetabek. Oleh karena itu, jumlah
kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini
relatif sedikit. Penelitian selanjutnya dapat
dilakukan dalam rentang waktu yang lebih
lama, sehingga dapat menghasilkan jumlah
yang  lebih

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

kuesioner banyak  untuk
Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan
responden dokter yang memiliki profesi di

wilayah kerja di luar dari Jabodebatek untuk
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untuk membandingkan hasil pengujiannya
dengan hasil penelitian ini.
Hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai masukan bagi otoritas pajak di Indonesia
untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan
kegiatan sosialisasi dan pelayanan pajak yang
telah dilakukan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya

sehubungan dengan
wajib pajak dokter. Sosialisasi pajak sebaiknya
dilakukan secara berkala dan menyeluruh ke

segala jenis profesi wajib pajak, dan dilakukan

oleh petugas pelayanan pajak  dengan
kemampuan komunikasi yang baik serta
pengalaman yang memadai untuk dapat

menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dari
peserta sosialisasi. Selain itu, pelayanan yang
dilakukan bukan hanya untuk wajib pajak yang
terindikasi adanya permasalahan kewajiban
perpajakannya saja, namun untuk semua jenis
pelayanan. Otoritas Perpajakan di Indonesia juga
perlu melakukan sosialisasi dalam hal pelayanan
yang diberikan di kantor-kantor pelayanan
sehingga pelayanan tersebut dapat digunakan

oleh semua wajib pajak.
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